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BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
RCMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DALRAH
KABUFATEN BOMBANA

DENGAN RAGMAT TUHAN YARG MAH/Z. ESA

BUPATI BOMBANA,

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaar "7. :angan Daerah Pasal 136 ayat 1
menyebutkan setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh
tindakan melangpar hukum atau kelalaian seseorang harus
scpera chselesadan sesuat derpan ketentuan  perundang-
undangan dan Pasal 144 menyebutkan ketentuan lebih lanjut
tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan
peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan; .

b. bahwa untuk mengisi kekosongan Hukum  sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah dipandang perlu menetapkan
pedoman produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati
Boinbana

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ‘membentuk Peraturan Bupati
Bombana tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan Daerah dan Barang Daerah Kabupaten
Bombana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan .
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi scbagaimana diutah dengan Undang -
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak
P dana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2301 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
& bmor 4150);

1 ndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
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Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

4. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Kolaks Utara Kabupaten Rombana, dan Kabupaten
Wakatobi i Provinsi Sulawest Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2003 Nomwor 144, Tainbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

o. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(.embaran Ne ara Republik Irdonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara kepublik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangpungjawab Lecuangan Negara (Lembaran
Negara: Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
LL.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4437) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Momor '2 7Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil:
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 sanun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4654);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Fengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Nega-a Fepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor
193, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
<)J14);
2. ceraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
angkat Pegawai Negeri Sipil (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Reputlik Indonesia l{omor 4017);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Iiidonesia Nomor 4488);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia);

15.Peraturan Pemecrintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tamnbahan Lembaran Negara



g}
)

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahur 1997 tentang
Tuntutan Perbeudaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah;

17 .Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Repub!ik Indonesia Nomor
3Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Keugian Daerah
terhadap Bendahara (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun
2007 Nomor 147); &

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Per: turan Menteri Da'am Negeri Nomor 59 Tahun
2007.

19.Peraturan Dacrah Kabupaten Bombing Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;

20.Peraturan Daerah ¥abupaien Bombana Nomor 17 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bombarna Nomor ‘rahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Men<stapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TUNTUTAN

PERBENDAHARAAN DAWN TUNTUTAN GANTI RUGI
SEUANGAN DAN DARANG DAERAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I
KITENTUAN Upvre»

Pasal 1

Dalam Meraturan Bupati ini yang diraaksud dengan :

i
2,
3.

Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Kepala Daerah adelah Bupati Bombana

Dewen Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

. 'Imtutan Perbendaharaan selarnjutnya disingkat TP adalah Suatu tata cara

pernitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat
ke'cu-angan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan
d.haruskan mengganti kerugian.

Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalab Suatu proses tuntutan
terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan,
dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh
pe ‘bruatannya melanggar hukum cdan/atau melalaikan kewajibannya atau
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik
secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-
TGFR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaarawan
atan pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dar barang

daerah.
. Kekurangan perbendaharawan adalab sclisih kurang antara salde Buku Kas

dengzan Saldo Kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan
sisa bararg ying sesungguhnya ferdipat di dalam gudang atau tempat lain
yang dituniulk.

Ke:ugian Zacrah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan
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pegawai / orang bukan bendaharawan dan ; atau dise abkan sesuatu
keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).

9. Barang adalah Semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki
maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak
peserta bagian bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai,
dibitung. diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan -tumbuhan
kecuali vang dan surat -surat berharga lainnya.

10. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima,
Tenyimyp2r can membayar atau menyerahkan uang daerah, surat -surat
bernharge. dan barang milik daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati.

I11. Pegawai adalah merela vang telah memo:nuhi syarat -syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku, diangkat
oleh pejabat yang berwenan~ dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara
ateu  diserahi tugas negara lainya yang ditetapkan berdasarkan suatu
perzturan perundang -undangan yang perlaku meliputi.
¢. Pegawai Daerah;_

5. Pekerja Daerah.

12. Ah'i waris adalah orang yang menggantikan prewaris dalam kedudukannya
terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau
sebagian.

13. ejabat yang berwenang adelah Pejabat yang karcna kewenangannya dapat
n emberikan keterangan / menyatakan sesuatu hak atau peristiwa
sesungguhnya yang sccara hukum dapat dipertanggungjawahkan. .

14. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan
Fengawasan Keuangan dar Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan
inspektorat Kabupaten.

1. Perhitungan Ex Officio adalah suatit perhitungan perbendaharaaan yang
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendaharawan yang
bersangkutan meninggal dunia, melarikan din atau tiba -tiba harus berada di
baaah pengampuan dan/atau apabila bendah:-awan yang bersangkutan
tidok  membuat  pertanpgpungjawaban  dimana telah  ditegur  oleh  atasan
inrgsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang

bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya * dan
pertanggungjawabannya.
16. D’encatatan: adalah Mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk

secmentara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa
ahli waris/ melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

17. Daluwvarsa adalah Jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk
rclakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.

18. Pembechas n adalah Membebaskan / meniadakan kewajiban seseorang
unfuk ' m’ ayar hutang kepada daerah yanz menurut hukum menjadi
tanggur zant a, lolapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting
tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
Yalam hal ini daereh melepaskan hak tagihannya sehingga "hak tagih” itu
1menjadi bebas seluruhnya atau hanya scbagian tertentu.

19. Penghapusan adalah Menghapuskan tagihan daerah dari administrasi
pembukuan karena alasar tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya
maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu,
kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

20. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pcgawai yang
inelanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang
berlaku. :

. 21. Tidak layak adalah suatu Keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat

Gar: aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang
tidak mampu menyelesaikan l:erugian dacrah.



22. Pembebanan adalah Peneiapan jumlah kerugian daerah yang harus
aikcmbalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbvkti menimbulkan
kerugian daerah.

22.  Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ( SKTJUM ) adalah Surat
pernyataan pertonggung jawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian
dacrah, disertai jaminan mmnimal sama dengan nilai kerugian daerah,
dilengkapi dengan Berita Acarz Pemeriksaan dan Surat Kuasa Menjual.

2+4.  Banding adalah Upaya pegawai/ orang mencari keadilan ke tingkat yang
leih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

27.  Majelis pertimbangan TP-TGR sclanjutnya disingkat majelis pertimbangan
aaalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam
peayelesaian kerugian daerah.

26. DPengampunan adalah orang yang tidak cszkap hukum atau di bawah
winur/gila.

27. Pengampun adalah orang yang memberi pengampuan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Pelaksanaen TF -T3R dalam DPeraturan Bupati iri diberlakukan terhadap
Bendaharawan atau Pegawai / Orang bukan Benduharawan baik langsung atau
tidak langsung merugikan Dacrain yang berada pada : Seluruh Dinas, / Lembaga
/ Badan/Kantor dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
Pemnermntabh Nacrah,

BAB IIX
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

(1) Iirformasi mengenai adanya kekirangan perbendaharaan yang mengakibatkan
kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
b. Pasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;

c. Hasil Verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi
pada Badan Usaha Milik Daerah;
d. [nformasi dari media massa dan media elektronik.

(2) Setiap Kepala Badan / Dinas / Bagian / Kantor unit kerja yang karena
jobatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau
dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau
inelalaikan  kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
11estinya, schinggs mengakibatkan %erugian bagi Daerah, wajib melaporkan
kepada Bupati se'ambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
dikztahui kejadian, dan apabila t.dak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari
szjak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban
sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin berupa
nernyataan tidak puas secara tertulis.

(8) Bupiiti setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalary = ayat (1)
dan ayzt (2) Pasal ini wajib segera menugaskan Inspektorat Kabuvpacen untuk
melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan inelakukan
tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian
Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

' V4
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(4) Pemeriksaan atas dugaan atai. sangkaan Kerugian Derah harus didasarkan

rada kenyataan sebenarnya den jumlah kf‘rugldn Daerah y \ng pasti dengan
memperhatikan ketentuan Peroturan Bupati ini.

BAB IV
PENYELESAIAII TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Hagian Pertama
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 4
Feryelesaian Tuntulan Perbendaharaan dapat dilaksenakan dengan cara upaya
dameas, Tuntutan Perbendaharazan biasa, Tuntutan Perbenc aharaan khusus dan
Fencatatan.

Paragrafl 1
Upaya Damai

Pasal 5

(1) Fenyelesaian tuntutan perbendaharaan scdapat mungkin dilakukan dengan
upaya damai oleh bendaharawan/ahli waris baik sekaligus (tunai) atau
gangsuran.

(2) Dalam keadaan terpaksa bendaharawan yang bersanglcutan dapat melakukan
dengan cara angsuran sclambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak
ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan
h:rus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau nilainya sama
dengan kerugian daerah.

(3) Fenyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ini,
apabila melalui nemotongan gaji/penghasilan h2—1s dilengkapi dengan Surat
Kuasa dan Jamiv.an barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan
harus dilengkapi Surat Kuasa menjual

(4) Pclaksanaan Upaya Damai seb:zgaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) Pasal ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

(£) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran
dalom waktii yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka barang jaminan
penibayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Apabila 1 i<l ipat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat
(5) Pas:. ni tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan, dan
npabila terde pat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan
kepada Bendaharawan yang bersengkutan.

(7) Keputusan TP (eksekusi) dikeluarkan Bupati yang pelaksanaan sebagaimana.
Jd'maksud pada avat (3}, ayat (5, dan ayat (6) Pasal ini dilakukan oleh pejabat
yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 6
(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian rmelalui upaya
aamai sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak berhasil, preoses tuntutan
perbendaharnan dimualai denpan seatu pemberitahuan tertulis dart bupat
keoada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkar. :

; = IRICAPE TIPRPS, [P, [



=T =

b. Jumiah kekurangan perbendaharaan yang aia. ta c.ch Daerah yang harus
diganti;

c. Sebab-sebab szrta alasan penuntutan dilukukan;

d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan \ 1tuk mengajukan
keberatan / pembelaan diri.

(2) Apabila bendaharawan tidak mengajukan keberatan / pembelaan diri sampai
dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d Pasal ini atau telah
mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membukiikan bahwa ia bebas
sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati 1aenetapkan Surat Keputusan
pembebanan.

(3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati tersebut pada ayat (2)
Pasal ini, bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan
fetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan
deagan  demikian  tetap  membebankan  penggantian  kekurangan
perbendaharaan kepadanva, ia dapat mengajukan permohonan banding
kepada pejabat yang berwenang selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari
seielah diterima Surat Keputusan Pembebanan cleh yang bersangkutan.

' Pasal 7

(1 Tuntutan Perbendaharaar biasa dilakukan atas dasar perhitungan yang
dioerikan oleh bendaharawan yang bersangkutan kepada Bupati;.

(2) Bendaharawan bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang
terjadi cdalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan
pembulktian hahwa ia bebas dari kesalahan atau xelalaian atas kekurangan
perbendaharc-an tersebut.

() Apabil: ‘'a’'un pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
sebagai nanz dimaksud Pasal 3 ayat (3) dan (4) terhadap Bendaharawan
eroukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau
atesan langsung, maka kepada yang ber angkutair dikenakan tanggung jawab
renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tangguag jawabnya, urutan
iniviatif dan kelalaiar. atau kesalahannya.

Pasal 8

(1) Keputusan Bupati mengenai pembel.uwail Perbendaharaan mempunyai
kelmuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong
gaj’ dan penghasilan lainnya, pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan
lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan  dilunaskan sclambat-
luubatnya 2 (dua) tahun surat keputusan pembebanan ditetapkan.

(2) Keputusan Pembebanan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tetap dilaksanakan,
meskipun yang bersangkutan naik banding.

‘ Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 9 .
Apabila seorang bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah
pengampuan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-
tw 1t belum menyampaikan perhituagan, maka pada kesempatan pertama
Atasan Langsung ates nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk
mcenjumin kepentingan Dacrah/ terdiri atas :
a. Buku Kas dan semua Buku Bendaharawan diberi garis penutup ;
b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maunun buku-
bukti disimpan /dimasukkan dalam lcmari besi dan disegel,
c. Tindaken-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Eerita Acara
Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh alli waris, bagi
vang nmiclarikn diri disaksikan oleh keluarga terdekat den bagi bendaharawan



-6-

yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta
prjabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 10
(1) Atas dasar laporan Atasan Langsung, Bup: ti menuriuk pegawai atas saran
Mejelis Pertimbangan yang ditugaskan uift’ m~ombuat perhitungan ex

officio.
(2 IHasil perhitungan ex officio satu eksemplar diberikan kepada pengampu, ahli
waris, keluarga  derdekat atau bendanaravvan  yang  tidak  membuat

perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari ¢ iberi kesempatan
untuk mengajukan keberatan.

(3) Biaya pembuatan Pcrhitungan cx officio dibcbankan kepada yang
bersangkutan atau ahli waris atan pengampu atau keluarga terdekat atan
hendaharawan.

(4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan Bupati.

Pasal 11
Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada
ahli waris bagi Bendaharawan yvang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi
Benddaharawan yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian,
atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi
kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalem tuntutan perbendaharacn biasa.

Parvagaal 1
Pencatatan

Pasal 12

(1) Bupat: menerbitkan Hurat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat
dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris
yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan
crertanpeungjawabannya,  atau bendabarawan  melarikarn, dir, dan ldak
diketahut alamatnya. .

(2) Dcngan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan
dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

(3) Poncatatan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sewaktu-waktu
dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli
waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau apaya penyetoran ke
Kas Daerah berhasil ditarik dari kas Negara.

Bagian kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 13
Penyclesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara Jpaya Damai
dan/atauTuntutan Ganti Rugi Biasa dan Pencatatan.

Paragrafl 1
Upaya Damai

Pasal 14
(1} Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya
damai oleh pegawai/orang ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
"~ (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara
' angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganiiiya Surat
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Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKT M) dan harus disertai jaminar.
Larang yang rilainya lebih besar atau sama ¢ »1  an zilai kerugian daeran.

(3) Penyelesaiai. dengan angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat
Kuasa dan Jaminan Barang serta SuratKuasa Pemiliken yang sah serta
dilengkapi surat kuasa menjual.

(4} Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)
Pasal ‘ni, dilakukan olch Inspektorat Kabupaten.

(5) Apabila pegawai/Orang tidek dapat mclaksanakan pembayaran angsuran
calam tngka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung
Jawab ‘Mutiak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka barang
Jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang
Herlaku.

(6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada
eyat (5) Pasal ini, tetap menjadi kewgjiban Pegawai/Orang yang
bersangkutan, dan apabile terdapat kelebihan dari penjualan barang
tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/orang yang bersangkutan.

(") Pelaksanaan Kcputusan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), (3) dan (6) Pasal ini, diiakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biesa

Pasal 15

(") Apahila usaha untuk mendapatkan penggantian kc*‘ugxan updyd damai
sehagaimana dimaksud Pasal }4 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berhasil
p oses TGR diberitahukan sccara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai/Orang
yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
= Identitas pelaku;

b. Jumlah kerugian yang d.derita oleh Daerah yang ha-us diganti;

¢. debab-sebab serta alasan peuntutan dilakukan;

. Tengpang, walkto yang diberikian untuk mengajukan pembelaan dini selnamn
14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh
Pegawai/Orang bersangkutan.

(2) Apabila Pegawai/Orang setagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang
dibaruskan mengganti kerugian dalam waktu %1 (empat belas) hari tidak
mengajukan keteratan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri
tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian,
DBupati menctapkan Keputusan 2embebanan.

Pasal 16

(1) TGR dilakv:kan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil
pengu  1:'an bahan-bahan bakti dan peneiitian Inspektorat Kabupaten
terhac ap p-gawai yang bersangkutan.

(2) emua Pegawai Dacrah bukan bendaharawan atau ahli warisnya, apabila

. merugikan Derah wajib dikenaken TGR. "

(3) Kerugian Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah
diakibatkan oleh perbuatan mclanggar hukura atau perbuatan melalaikan
kewajiban atau tidak melaksanakan kcwapban sebagaimana mestinya yang
dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan
fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak
Jangsung.

(4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, pejabat yang ditunjuik Bupati.
nelaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepaca yang

, bersangkutan.

" () Koputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaanaya dapat

dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang

g amee e e m e B e en ey Y e ovatnmd TanveaPsatevoan O fdhanad
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tahun, dan apabila dianggap perlu daprt meminte bantuan kepada yang
berwajib untuk dilakukan penagihan dengan . -a.

(6)  Permohonm, Banding kepada Gubernur dap ot berupa memperkuat atau
imembatalkan Surat Keputusi n Pembebaran atau menambah / mengurangi
hesarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang b« rsangkutan;

(7) Keputusan Tingkat Banding dari Gubernur dapat berupa iaemperkuat atau
membatalkan Surat Kepu‘usan Pembebanan, atau menambah / mengurangi
bzsarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

(8) Apabila permohonan banding scbagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini
citerima, Bupati menerbitka:n Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 17

Pclakeanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjulankan
kewajivan sebagaimana mestinya diserahkan gpenvelesaiannya melalui Tim
Majelis Pertirnbangan.’

Paragraf 3
Penyelesaian Kerugian Bareng Daerah

Pasal 18

(1) P2gawni/Orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang
Daerah (bc‘ rgerak/tidak b(’rgerak) dapat melakukan penggantian dengan
ber tu’ na g atau barang scsual dengan cara penggantian kerugian yang
telah mtctank'm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

() Jengpantion: kerupian denpan bentuk barang, sebapanmana dimaksad pada
ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan
bsrmotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur
perolehan/pembeliannya antara 1 {satv) sampai 3 (tiga) tahun.

(3) Penggantian kerugian dengan oentuk uang dapat dilakiikan terhadap barang
tidak bergerak atau yang bergervak selain yang dimaksud pada ayat (2)
lengan cara tunat atau angsuran selama 2 (duaj tahun.

(4 Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk
uang maupun barang scbagaimana dim~ksud pada ayat (2) ditetapkan
st suai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragrafl 4
Pasal 19

(1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri
tidak diketahui alamatnya, dalam pencatetan wajib dikenakan TGR
scbagaimana Pasal 16 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan
""GR setelah mendapat pertimbangan Majelis. A

(2° Bagi Pegawai / Orang yang meclarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli
vvarisnya dengan memperhatikan harta penirggalan yang dihasilkan dari
perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.

(3) Ds=ngan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan
dikeluarkan dari Administrasi Pemmbukuan.

(4) Pencatatan .sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sewaktu-waktu dapat
ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BABV
DALITWARSA
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Bagian Pertama
Tuntutan Perbendahar &

Pasal 20

TP Biasa dir yatakan daluwarsa {lewat waktu) apabila diketa..ui setelah lewat

30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus

dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.

1P khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan

aaluwarsa (lewat waktu) apalila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir

setelah :

a. Meninggalnya Bendaharawan tanpa pemberitahuan;

> Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat
Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkarn.

Eagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

TGR dinyatakan daluwarsa setclah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun
keruginn Dacrah diketabni ataan setelah 8 (delapan) tahun scjak akhir tahun
peruuatan terakhir diketahui.

(1)

(2)

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 22

Bendaharawan / Pegawai / O-ang atau ahli waris / keluarga terdekat /
pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti
ke ugian  daerah  tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang
bLersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
antuk penghapusan atas kewajibannya.

Permohnan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pas... ini, Bupati mengadakan
perelitier: yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang
bersangkutar memang tidak ‘'mampu, maka dengan persetujuan DPRD,
Pupati denean Surat Keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik
sebhagiar 1'aq: seluruhnya,

Per ghapLusar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat ditagih
kembali apebila Bendaharawan [/ Pegawai / Orang / Ahli Waris
bersangkutan terbukti mampu.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai
sanpai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses
per ghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang
Pernitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

EAB VII
PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan ternyata
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berszngkutan untuk memohonkan pembebasan atas scbagian/seluruh kewajiban
bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII
PENYETORAN

Pasal 24

(1) Penyetoran/pengembalian secara  tunai/sekaligus  atau  angsuran

kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil >enjualan barang
jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah yang ditunjuk oleh
pemerintah daerah.

Dalam  kasus kerugian  Dacrah  penyelesaiannya  diserahkan  melalui
Pcngadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang
dirampas diserahkan ke Kas Daerah dan selanjutnya disetorkan ke kas
aaerah.

BAB IX
PELAPORALI

Pasal 25

Bupati wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian
daeran setiep remester kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di
d-ereb.

BAB X
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

Bapati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.

Majelis Pertimbangan scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada
Bupati.

Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex officio terdiri dari :

2 Sekretaris Daerah selalku Ketua merangkap Anggota dan tidak
diwakilkan; -

b. Inspektorat selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;

c. Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua Il (dua) merangkap anggota;

. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku sekretaris
merangkap Anggota;

Q

Asisten I Bidang Pemerintahan, selaku Anggota;

Asisten I Bidang Ekonomi dan Pembangunan, selaku Anggota;
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku Anggota;

Kepala Bagian Hukum dan HAM, selaku Anggota;

1. Inspektur Pembantu I Inspektorat , selaku Anggota.

= B O

Keangzotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
Pasal ini, tidak dapat diwalilkan dalam sidang dan keanggotau_n"Ma]eh?



()

(1)

(1)

-13-

Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan
sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang
Lerlaku,

Tugas Majelis Pertimbangan adalah membcrikan pe.adapat pertimbangan
pada setiap keli ada persoalan yang menyarzi. ¢ T.' -TGR keuangan dan
barang daera... ’

: Pasal 27
Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Sckretariat Daerah.

Xepala oadi 1 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris
Mgajelis Pertimbangan dalam inelaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota
Dckretariat yang terdiri atas Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aret Daerah, Bidang Akuntansi Badan Pengelolean Keuangan dan Aset
Dacrah, Bidang Pengembangan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah,
Bagain Hukum Sckretariat Daerah, Inspektur Pembantu Inspektorat
Kabupaten dan Kuasa BUD, yung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Dzlamn pelaksanaan tugas-tugas Majelis, biayanya dibebankan pada APBD
anupaten Bombana.

BAB X1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28
Apabila Bendaharawan atau Pegawai/Orarg buken Bendaharawan
berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti ielah merugikan Daerah
sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Bupati ini, maka
Bupati dapat menjatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berupa
pembebasan yang bersangkutan dari ‘abatannya dan segera menunjuk
pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

Kr ugian daecrah yaang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah
canat diserahkan penyclesaiannya  melalui Badan Peradilan  dengan
mengajukan gugatan perdata.

Prsses yang tidak terselesaikan melalui Bad:z~ Peradilan sebagaimana
d'maksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan kembali kepada daerah, maka
peuyelesaiannya .,  dilakukan dengan cara pencatatan atau
perghentian / penghapusan.

Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang
bersangknitar dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk

miengadalan TP -TGR.

Froses twia  ira TP -TGR biasa dan khusus menggunakan bentuk formulir
sebagaimana diatur dengan Keputusan Bupati.

Pesal 29

Apezbila penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/
pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat
“men inta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri
Dalaia Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
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BAB XII
KETERTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Tindakan penyidikan /NS dilaksanskan setelah ada persetujuan tertulis dari
Bupati.

(2} 4pabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan tel. b men,i*ta barang-barang yang
ada hubung nnya dengan kejahatan dari Bendanarawan yang bersangkutan
can/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan
barang-barang dimaksud disctorkan ke kas daerah, m=aka kepada yang
bcersangxkutan dibebaskan dari TP TGR sepanjang kerug.an daerah telah
terpenuhi.

(3) Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum
beriakunya peraturan ini, capat diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Ncgeri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peramiran | ~erah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar <etiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Docrah  ini dengan pencempatonnya dalam Lemmbaran Dacrah Kabupaten
Bombuna.
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